
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1660, 2018 KPU. Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri 

dalam Pemilu. Perubahan.  
 

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 37 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 

TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI DALAM NEGERI 

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan tahapan 

Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri  pada Pemilihan 

Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan 

Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 

2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri 

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR 

PEMILIH DI DALAM NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN 

PEMILIHAN UMUM. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar 

Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018          

Nomor 402), diubah sebagai berikut: 

 

1. Angka 29 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu 

adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk 

memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota 

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan 

tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara Pemilu. 

4. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan 

Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya 

disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

8. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang 

menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi 

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai 

satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota 

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh 

rakyat. 

9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat  

KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang 

bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam 

melaksanakan Pemilu. 

10. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya 

disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu 

di provinsi. 

11. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya 

disebut KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara 

Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari 

KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang 
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tentang Pemerintahan Aceh untuk 

menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Aceh, dan pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur. 

12. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah 

Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.  

13. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota 

selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah 

lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan 

bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-

Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk 

menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Aceh, Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Aceh dan pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

14. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya 

disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh 

KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan 

Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. 

15. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya 

disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh 

KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan 

Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain 

atau nama lain. 

16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang 

selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang 

dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan 

pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 

17. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang 

selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang 
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dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran 

dan pemutakhiran data Pemilih. 

18. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut 

Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang 

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

19. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya 

disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang 

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah 

provinsi. 

20. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota 

adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan 

Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 

21. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang 

selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah 

panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota 

untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di 

wilayah kecamatan atau nama lain. 

22. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang 

selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa 

adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan 

Pemilu di kelurahan/desa atau sebutan lain atau 

nama lain. 

23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya 

disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya 

pemungutan suara. 

24. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu 

anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD 

kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu 

anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan 

oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik 

untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

25. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat 

nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga 

negara Indonesia secara sukarela atas dasar 

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk 
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memperjuangkan dan membela kepentingan politik 

anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

26. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang 

berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia atau di luar negeri.  

27. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa 

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang 

disahkan dengan undang-undang sebagai Warga 

Negara Indonesia.  

28. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah 

genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, 

sudah kawin atau sudah pernah kawin.  

29. Data Kependudukan adalah data yang meliputi data 

agregat kependudukan per kecamatan, Data 

Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, data 

kependudukan yang dikonsolidasi setiap 6 (enam) 

bulan sekali yang disediakan oleh Menteri Dalam 

Negeri, data Warga Negara Indonesia yang bertempat 

tinggal di luar negeri yang disediakan oleh Menteri 

Luar Negeri. 

30. Data Agregat Kependudukan per Kecamatan yang 

selanjutnya disingkat DAK2 adalah kumpulan data 

tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, 

jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, 

dan pekerjaan. 

31. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang 

selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang 

disediakan oleh Pemerintah berisikan data 

penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai 

Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan. 

32. Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun 

oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil 

penyandingan Data Pemilih Tetap Pemilu atau 
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Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara 

berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya 

dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. 

33. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat 

DPS adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan 

pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh 

KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, 

PPS, dan Pantarlih. 

34. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang 

selanjutnya disingkat DPSHP adalah DPS yang telah 

diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan 

masyarakat dan/atau Peserta Pemilu. 

35. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir 

yang selanjutnya disingkat DPSHP Akhir adalah 

DPSHP yang telah diperbaiki berdasarkan masukan 

dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta 

Pemilu. 

36. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT 

adalah DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, 

direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh 

KPU/KIP Kabupaten/Kota. 

37. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat 

DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar 

dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan 

tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya 

untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan 

terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. 

38. Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat 

DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas 

kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT 

dan DPTb. 

39. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk 

memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari 

Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan 

secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4 

serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang 
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dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan 

dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih. 

40. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut 

Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih 

dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara 

mendatangi Pemilih secara langsung. 

41. Penyandingan Data Pemilih adalah proses 

penyandingan data DPT Pemilu atau Pemilihan 

terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan 

dengan DP4. 

42. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya 

disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang 

dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi 

penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh 

Perangkat Pemerintah. 

43. Perangkat Pemerintah adalah Perangkat Pemerintah 

tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau 

kelurahan/desa atau sebutan lain, yang 

bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan 

pelayanan dalam urusan Administrasi 

Kependudukan. 

44. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, 

dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, 

dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya 

yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang 

disajikan dalam berbagai kemasan dan format 

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi secara elektronik ataupun non 

elektronik. 

45. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan 

prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, 

mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi 

Elektronik. 

46. Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya 

disebut Sidalih adalah sistem elektronik dan 
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teknologi informasi yang digunakan untuk proses 

kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam 

menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan 

memelihara data Pemilih. 

47. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh 

suatu badan publik yang berkaitan dengan 

penyelenggara dan penyelenggaraan negara 

dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan 

publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan 

dengan publik. 

48. Informasi Yang Dikecualikan adalah informasi yang 

bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik 

secara langsung. 

49. Data Pribadi Penduduk adalah data perseorangan 

tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga 

kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 

50. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh 

dinas yang menyelenggarakan urusan 

kependudukan dan catatan sipil setempat. 

51. Hari adalah hari kalender. 

  

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dihapus, 

sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga 

Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih 

kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang. 

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi syarat: 

a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau 

lebih pada hari pemungutan suara, sudah 

kawin, atau sudah pernah kawin; 

b. dihapus; 
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c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 

d. berdomisili di wilayah administratif Pemilih 

yang dibuktikan dengan KTP-el; 

e. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el 

sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat 

menggunakan Surat Keterangan yang 

diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan 

urusan kependudukan dan catatan sipil 

setempat; dan 

f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional 

Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

(3) Dihapus. 

(4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam 

Daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara 

Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak 

memilihnya. 

 

3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6A 

(1) KPU menerima data kependudukan yang 

dikonsolidasi setiap 6 (enam) bulan, paling lama 1 

(satu) bulan setelah selesai proses penyusunan data 

kependudukan hasil konsolidasi, yang digunakan 

sebagai bahan tambahan dalam melaksanakan 

pemutakhiran data Pemilih. 

(2) Dalam hal KPU belum menerima data 

kependudukan hasil konsolidasi setelah jangka 

waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan 

pemberitahuan secara tertulis kepada kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
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dalam negeri untuk segera memberikan data 

kependudukan hasil konsolidasi. 

(3) KPU menggunakan data kependudukan yang 

dikonsolidasi setiap 6 (enam) bulan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk pemutakhiran daftar 

Pemilih secara berkelanjutan. 

 

4. Setelah Bagian Kedua BAB VI, ditambahkan 1 (satu) 

bagian, yakni Bagian Ketiga BAB VI, sehingga Bagian 

Ketiga berbunyi sebagai berikut: 

 

Bagian Ketiga 

Perbaikan Daftar Pemilih Tetap 

 

5. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 35A 

(1) Dalam hal setelah DPT ditetapkan dan/atau 

diumumkan, terdapat masukan dan tanggapan dari 

masyarakat, peserta Pemilu, dan/atau rekomendasi 

Bawaslu, KPU dapat melakukan perbaikan DPT yang 

bertujuan untuk melindungi hak pilih warga negara. 

(2) Masukan dan tanggapan dari masyarakat, peserta 

Pemilu, dan/atau rekomendasi Bawaslu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 

bukti. 

(3) Masukan  dan tanggapan dari masyarakat dan/atau 

peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

disampaikan kepada KPU melalui Bawaslu. 

(4) Perbaikan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dilakukan dengan cara: 

a. mencoret Pemilih yang tidak memenuhi syarat 

sebagai Pemilih; 

b. melengkapi atau memperbaiki elemen daftar 

Pemilih; dan/atau 

c. menambah Pemilih baru. 
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6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) huruf e Pasal 36 diubah 

dan Pasal 36 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni 

huruf i, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 36 

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) 

dapat dilengkapi dengan DPTb. 

(2) DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di 

suatu TPS yang karena keadaan tertentu atau 

kondisi tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan 

haknya untuk memilih di TPS tempat yang 

bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di 

TPS lain. 

(3) Keadaan tertentu atau kondisi tertentu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. menjalankan tugas pada saat Pemungutan 

Suara; 

b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau 

puskesmas dan keluarga yang mendampingi; 

c. penyandang disabilitas yang menjalani 

perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;  

d. menjalani rehabilitasi narkoba; 

e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau 

lembaga permasyarakatan, atau terpidana yang 

sedang menjalani hukuman penjara atau 

kurungan; 

f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah 

atau tinggi; 

g. pindah domisili;  

h. tertimpa bencana alam; dan/atau 

i. bekerja di luar domisilinya. 

(4) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya 

untuk memilih: 

a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke 

daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) 
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daerah provinsi dan di daerah pemilihannya; 

b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke 

daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) 

daerah provinsi; 

c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 

apabila pindah memilih ke daerah provinsi lain 

atau pindah memilih ke suatu negara; 

d. calon anggota DPRD Provinsi apabila pindah 

memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam 

1 (satu) daerah provinsi dan di daerah 

pemilihannya; dan/atau 

e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota apabila 

pindah memilih ke kecamatan lain dalam 1 

(satu) daerah kabupaten/kota dan di daerah 

pemilihannya. 

 

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah dan di antara ayat (1) 

dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) serta 

ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (10), sehingga 

Pasal 38 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 38 

(1) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan 

laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37, melakukan mekanisme: 

a. meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan 

pada DPT dengan KTP-El; dan 

b. melakukan pengecekan Pemilih yang 

bersangkutan pada DPT dengan menggunakan 

softfile DPT dan/atau melalui Sidalih. 

(1a) Laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 dan berdasarkan hasil pelaksanaan 

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

KPU/KIP Kabupaten/Kota menghapus Pemilih dari 

DPT asal setelah proses pindah memilih selesai. 

(2) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS 

atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat pindah 
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memilih pada kolom keterangan DPT dan 

menerbitkan surat keterangan pindah memilih 

menggunakan formulir Model A.5-KPU, dengan 

ketentuan: 

a. lembar kesatu untuk Pemilih yang 

bersangkutan; dan 

b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP 

Kabupaten/Kota. 

(3) Formulir Model A.5-KPU memuat informasi: 

a. identitas Pemilih yang terdiri dari nomor induk 

kependudukan, nama, jenis kelamin, tanggal 

lahir dan alamat tempat tinggal Pemilih, dan 

TPS asal Pemilih;  

b. alamat dan TPS tujuan; dan 

c. jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih. 

(4) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal mencatat 

Pemilih yang pindah memilih sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) pada kolom 

keterangan DPT dengan keterangan pindah memilih. 

(5) DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 

(2) disusun oleh PPS, PPK, dan KPU/KIP 

Kabupaten/Kota tujuan dengan menggunakan 

formulir Model A.4-KPU. 

(6) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi 

DPTb dengan menggunakan formulir Model A.4.1-

KPU. 

(7) PPS mengumumkan DPTb pada tempat yang mudah 

dijangkau paling lambat 15 (lima belas) Hari 

sebelum hari pemungutan suara. 

(8) DPTb yang diumumkan tidak menampilkan 

informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor 

Kartu Keluarga Pemilih secara utuh. 

(9) PPS menyampaikan DPTb per TPS kepada KPPS 

paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari 

pemungutan suara.  
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(10) Dalam hal jumlah Pemilih DPTb pada suatu tempat 

melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS, dapat 

dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb. 

 

8. Formulir Model A.5-KPU dalam Lampiran Peraturan 

Komisi ini diubah sehingga menjadi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 14 Desember 2018 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

ARIEF BUDIMAN 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 14 Desember 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJAN 
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